BUPATI KARIMUN

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMMAD SANI
KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARIMUN,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan dan
perubahan peraturan pengadaan barang/jasa
pemerintah serta dengan telah ditetapkannya
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
maka Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016
tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa
pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten
Karimun selayaknya disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Jenjang Nilai
Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Muhammad Sani Kabupaten Karimun;

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 53 tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3029) sebagaimana
telah  beberapakali diubah terahir dengan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53
Tahun 1999 Tentang Perubahan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5072);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah nomor 74 Tahun 2012 tentang
perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 33);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1213).

13. Peraturan Lembaga Kebijakan  Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762).

14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018
Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang
Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 765).

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI
PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MUHAMMAD SANI KABUPATEN KARIMUN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.



10.

11.

12.

Bupati adalah Bupati Karimun.

Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah
Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani Kabupaten Karimun.
Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Keija pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan
mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan
pada prinsip eflsiensi dan produktivitas.

Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut
Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD Muhammad Sani Kabupaten
Karimun.

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang
selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan
yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan
praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan
keuangan daerah pada umumnya.

Fleksibilitas merupakan keleluasaan untuk menerapkan praktek-
praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan
keuangan daerah pada umumnya.

Pendapatan PPK-BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas
dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode
anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali, sumber
pendapatan tersebut berasal dari jasa layanan, hibah tidak terikat,
hasil keijasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD
yang sah antara lain : hasil penjualan kekayaaan yang tidak
dipisahkan, hasil pemanfaatan kekayaan, jasa giro, pendapatan bunga,
keuntungan selisih antara nilai tukar rupiah terhadap mata uang
asing, komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari
penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD,
serta hasil investasi, pendapatan tersebut dilaksanakan melalui
rekening kas BLUD dan merupakan hak RSUD Muhammad Sani yang
diakui sebagai menambah nilai kekayaan bersih.

Pelaksana pengadaan adalah tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh
pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan
pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan BLUD.

Pengadaan langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada
Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan
Langsung.

Penunjukan Langsung adalah Metode Pemilihan untuk mendapatkan
Penyedia Barang/Pekeijaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa
Lainnya dalam keadaan tertentu.
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13. Tender adalah Metode Pemilihan untuk mendapatkan Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

14. Seleksi adalah Metode Pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa
Konsultasi.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai
pedoman bagi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Pola pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK- BLUD).

BAB llI
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 3

(1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD meliputi :
a. Barang;
b. Pekerjaan konstruksi;
c. Jasa konsultansi;
d. Jasa lainnya.

(2) Pengadaan barang/jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang/jasa
pemerintah.

(3) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektif,
transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek
bisnis yang sehat.

(4) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana ayat (2) diatas, untuk BLUD
dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan
sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi
pengadaan barang/jasa pemerintah, apabila ada alasan efektif dan/atau
efisiensi.

(5) Pengadaan barang/jasa sebagaimana yang dimaksud ayat (4)
berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh
pemimpin BLUD.

(6) Ketentuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan
pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus dapat
menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu dan mendukung
untuk kelancaran pelayanan BLUD.
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Pasal 4

Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4), diberikan
terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari :

a. Jasa layanan;

b. Hibah tidak terikat;

c. Hasil kerjasama dengan pihak lain; dan

d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 5

(1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3
dilaksanakan oleh Pelaksana Pengadaan.

(2) Pelaksana Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk
oleh  pemimpin BLUD yang ditugaskan secara Kkhusus untuk
melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan BLUD.

Pasal 6

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dikmaksud dalam Pasal 3,
diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut :

a. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai
sampai dengan Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dapat
dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung.

b. Pengadaan jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp.
150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan
metode Pengadaan Langsung.

c. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas
Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode
Tender.

d. Pengadaan jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp. 150.000.000,-
(seratus lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan metode seleksi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Karimun Nomor 44 Tahun 2016 tentang Jenjang Nilai Pengadaan
Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Muhammad Sani Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten
Karimun Tahun 2016 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Bupati ini,
ditetapkan oleh pemimpin BLUD.

Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 19 Desember 2019

BUPATI KARIMUDb

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 19 Desember 2019

sekre'Mris daerah kabupaten karimun

MUHD. FIRMANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 60



